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ABSTRAK

ABSTRAK

== berjudul “Perlindungan dan Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam
“ s Pidana Terorisme Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. Penulisan Tesis ini
sseelzkangi karena banyaknya kasus tindak pidana terorisme yang melibatkan anak.
mesimya banyak perkara terorisme yang melibatkan anak bila tidak ditangani dengan baik
smih s=otu akan mengganggu ketidakpuasan dalam masyarakat. Permasalahan yang harus
" Ssmaiesa- Pertama, perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana
wersme dalam sistem hukum pidana Indonesia, kedua penerapan teori pemidanaan hukum
et putusan No:19/Pid.Sus/2011/PN. Klt, ketiga konsep ideal kedepan terhadap
eiméungan dan penerapan hukum anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Metode
emeiman yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian yang
isekan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme
“efsper dalam  Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU
SP¥4) Pasal 2, 3 dan 5, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
1 PA) Pasal 59, 59A.64 dan 69B dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Swmierantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT) Pasal 19 dan16A serta Pasal perlindungan
gmiz Pasal 26, 30-43 SPPA. Putusan No:19/Pid.Sus/2011/Pn. Klt menggunakan teori

gabungan. Konsep Ideal kedepan untuk perlindungan dan penerapan hukum anak
wame terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme menggunakan Konsep Deradikalisasi, dimana
s konsep ini melalui metode pendekatan tanpa senjata atau biasa dikenal dengan cara lunak
~s# approach) dengan tujuan dapat menghilangkan atau mengikis pemikiran-pemikiran radikal
e menjurus kearah terorisme.

%ats Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Terorisme, Pemidanaan,
Deradikalisasi

Pembimbing | Pembimbing 11

. Ruben Achmad, SH., MH
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shriana, SH., M.Hum
181991022001

Mengetahui:
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NIP.196201311989031001
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ABSTRACT

This thesis is entitled "Protection and Application of Laws Against Children
Involved in Criminal Acts of Terrorism in the Indonesian Criminal Law System".
The background of this thesis is the many cases of terrorism involving children.
The emergence of many terrorism cases involving children if not handled properly
will certainly disturb dissatisfaction in society. Problems that must be analyzed:
First, legal protection for children who are involved in criminal acts of terrorism
in the Indonesian criminal law system, secondly, the application of the theory of
legal punishment through decision No: 19 / Pid.Sus / 2011 / PN. KIt, the three
ideal concepts in the future for the protection and application of the law of
children involved in criminal acts of terrorism. The research method used is
normative legal research. From the results of research carried out legal protection
of children involved in criminal acts of terrorism is contained in Law No. 35 of
2014 concerning the Child Criminal Justice System of the SPPA Law) Articles 2,
3 and 5, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection ( UU PA) Articles
59, 59A, 64 and 69B and Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of
Criminal Acts of Terrorism (PTPT Law) Articles 19 and 16A as well as the
protection articles in Articles 26, 30-43 of the SPPA. Decision No: 19 / Pid.Sus /
2011 / Pn. KIt uses the combined criminal theory. The ideal concept in the future
for the protection and application of the law of children who are involved in the
Crime of Terrorism uses the concept of deradicalization, which in this concept is
through an unarmed approach or commonly known as a soft approach with the
aim of eliminating or eroding radical thoughts that lead towards terrorism.

Keywords  : Legal Protection, Children, Crime of Terrorism, Criminalization,
Deradicalization
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan jahat merupakan fenomena sosial yang senantiasa ada dalam
kehidupan masyarakat dan akan selalu terjadi dan dihadapi oleh seluruh
masyarakat di dunia. Perbuatan jahat atau kejahatan dirasakan sangat meresahkan
dan mengganggu ketentraman hidup masyarakat. Pada hakekatnya suatu
masyarakat selalu menginginkan adanya kehidupan yang tenang dan teratur,
harmonis dan tentram serta jauh dari gangguan kejahatan yang mengancam
kehidupan masyarakat.

Kejahatan atau Tindak Kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku
menyimpang, yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada
masyarakat yang sepi dari kejahatan.!

Saparinah Sadli mengatakan :

“Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau

ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau

keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun
ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil
bagi berlangsungnya ketertiban sosial.””?

Pendapat yang telah dikemukakan di atas, bila dikaitkan dengan terorisme
memiliki suatu persamaan. Terorisme merupakan suatu prilaku menyimpang atau

kejahatan yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat dan menyebabkan

terganggunya ketertiban serta keresahan dalam masyarakat. Terorisme dipandang

! Muladi dan Barda Nawawi, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Penerbit
Alumni, him.148.
2 1bid., him. 25.



sebagai pembunuhan bagi orang-orang yang tidak berdosa. Dengan kata lain,
manusia yang tidak tahu menahu akan maksud, misi atau tujuan tindakan
terorisme tersebut ikut menjadi korban.

Terorisme kian jelas menjadi musuh bagi peradaban modern. Sifat
tindakan pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai,
target-target serta metode terorisme semakin luas dan bervariasi. Sehingga,
semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan
destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan
keamanan umat manusia.

Tindak Pidana Terorisme bukan hanya menjadi masalah internal di
Indonesia, namun juga menjadi permasalahan internasional. Maraknya aksi
terorisme sudah menjadi ancaman global bagi umat manusia. Terorisme dapat
terjadi kapanpun di setiap negara di dunia sebagai dan akibat dari pengaruh
globalisasi di zaman yang serba canggih dan modern.

Hubungan terorisme dengan globalisasi sangatlah erat. Hubungan erat
tentu mendukung terorisme untuk terus berkembang, yang dimana setidaknya ada
tiga faktor pendukung:® Pertama, perluasan transportasi udara, dimana hal ini
tidak akan terlepas dari pengaruh globalisasi yang akan menyalurkan barang,
modal bahkan manusia dengan cara yang cepat. Kedua, meluasnya terorisme di
era globalisasi karena kesamaan ideologi dan kepentingan. Dengan didukung oleh
keberadaan jaringan sosial, para teroris yang memiliki ideologi sama di berbagai

belahan dunia dapat terhubung dengan mudah tanpa ada yang mengganggu.

% Budi Winarno, 2014, Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer, Yogyakarta: Center of
Academic Publishing Service, him. 177.



Faktor ini juga membantu para teroris untuk menggalang simpati dengan cara
menyebarkan video-video saat mereka bermain dengan senjata api. Ketiga,
televisi yang juga memainkan peran memperluas dunia dalam menyaksikan drama
terorisme yang menebarkan teror dan ancaman.

Di Indonesia sendiri, beberapa tahun terakhir, Indonesia dikejutkan dengan
maraknya kasus Bom yang terjadi di restoran, Hotel, Kedutaan Besar bahkan
tempat ibadah pun juga tak luput dari sasaran. Sejak tahun 2002 Indonesia telah
mengalami berbagai serangan teror dalam skala mematikan. Karena aksi teroris
tersebut mematikan ratusan jiwa dan melukai banyak orang.

Peristiwa peledakn bom yang pernah terjadi pada Tahun 2018, semuanya
melibatkan anak dalam aksinya. Peristiwa serangan bom bunuh diri di sejumlah
tempat di Surabaya, tidak saja mengikutsertakan orang dewasa, tetapi juga anak-
anak. * Kasus yang terjadi pada 14 Mei 2018, sebuah bom meledak di
Mapolrestabes Surabaya. Saat beraksi, pelaku membawa serta keluarga yang
terdiri dari istri dan tiga orang anak. Berdasarkan Visum et repertum, pelaku
Anton (ayah, 47), bersama istri Puspitasari (Ibu, 47) dan dua anak mereka tewas
sedangkan satu anak selamat.® lronisnya, salah satu terduga pelakunya,
melibatkan anak-anaknya yang masih usia belia. Dinilai dari kaca mata hukum,
tindakan tersebut memberatkan hukuman bagi orang tua yang melibatkan anaknya
dalam aksi tersebut. Anak yang ikut dilibatkan dan selamat dari pelibatan tersebut

juga tentu mendapatkan trauma yang mendalam baik psikis maupun psikologis.

4 Ansyaad Mbai, 2014, Dinamika Baru Jejaring teror di Indonesia dan Keterkaitannya
dengan Gerakan Radikalisme Transnasional, AS Production Indonesia, him. 19.



Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto
Mulyadi mengatakan:®

“Meskipun terlibat atau dilibatkan dalam aksi kekerasan dan terorisme,
anak-anak tidak dapat disebut sebagai pelaku melainkan sebagai korban.
Masyarakat terutama media massa diminta untuk mengubah pandangan
yang keliru, agar anak mendapatkan haknya untuk bertumbuh menjadi
lebih baik. Anak-anak pelaku bom bunuh diri sebenarnya merupakan
korban orangtua dan lingkungan yang kurang baik, sehingga mereka
sedianya mendapatkan pendampingan dan pelayanan psikologis untuk
mengembalikan ke arah yang baik”.

Berdasarkan fakta yang telah terjadi di berbagai Negara juga di Indonesia,
kejahatan terorisme juga pernah dilakukan oleh anak. Dari kasus-kasus yang telah
terungkap sebagaimana dalam Putusan Pengadilan No:19/Pid.Sus/2011/PN. KIt,
pelaku anak berinisial AW bersama-sama 6 pelaku lainnya menjadi pelaku tindak
pidana terorisme. Pelaku mengikut organisasi yang mengatasnakaman diri mereka
“Ightiyalat” yang artinya jihad membunuh dengan sembunyi-sembunyi) untuk
wilayah Klaten, sebagai pimpinan Tertinggi dalam organisasi ini adalah Roki
Arsidianto Als Atok. Sedangkan terdakwa dan teman-temannya adalah sebagai
anggota. Dari sinilah terdakwa mulai dilatin merakit senjata dan bom, untuk
kemudian terdakwa ledakan diberbagai wilayah di daerah Klaten dengan tujuan
untuk meneror orang-orang yang mereka anggap kafir (nasrani) dan menciptakan
permusuhan atau konflik dengan orang-orang yang mereka anggap sebagai orang
yang pro pemerintah.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan No:19/Pid.Sus/2011/PN. KIlt, Jaksa

Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim dlam Pasal 15 Jo.

® Petrus Riski VOA Indonesia, “Kasus Bom Surabaya: Anak Dikorbankan jadi Pelaku
Bom Bunuh Diri”, dalam https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia/amp/4397601.html,
diakses pada hari Kamis (29/08/2019). Pukul 19.25 WIB.



https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia/amp/4397601.html

Pasal 9 Undang_undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang
Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2002
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sekarang telah menjadi
Undang-Undang No 5 tahun 2018). menuntut selama 4 (empat) tahun pidana
penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah
terdakwa tetap ditahan. Menimbang dari berbagai hal, hakim menjatuhkan
putusan terhadap terdakwa AW selama 2 (dua) tahun penjara.

Di Indonesia sendiri, aturan mengenai penanganan anak yang melakukan
Tindak Pidana Terorisme belum diatur secara khusus, namun Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) menegaskan Pasal 19 bahwa
hukuman minimal khusus dan pidana mati/seumur hidup tidak berlaku untuk
anak. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak
umur 12-18 th yang diancam hukuman mati/seumur hidup karena melakukan
delik, maka hukuman maksimal diberikan pada anak tersebut adalah 10 tahun dan
wajib diutamakan terlebih dahulu upaya Restoratif dan Diversi seperti disebutkan
Pasal 5 UU SPPA. Namun dalam kasus ini upaya Restoratif tidak dapat dilakukan,
karena Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang
menimbulkan banyak korban jiwa.

Namun sejatinya anak pelaku terorisme adalah korban delik, bukan pelaku
delik, yang seharusnya dilindungi, bukan malah diadili dan dipenjara. Anak

pelaku terorisme sebenarnya merupakan korban dari perekrutan, karena mudah



dicuci otaknya dan korban indoktrinasi korban jihad yang kebablasan.” Dalam UU
Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 69B menyebutkan,
Perlindungan Khusus Anak Korban terorisme adalah melalui upaya: edukasi
pendidikan, ideologi dan nasionalisme; konseling bahaya terorisme; rehabilitasi
dan pendampingan sosial. 8

Sehubungan dengan dilibatkannya anak dalam melakukan tindak pidana
terorisme tentu banyak menuai kecaman dari masyarakat. Pembicaraan tentang
anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah
kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa, yaitu generasi yang
dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan
pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.
Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan
membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan
maksmur, berdasarkan cita-cita bangsa yang berpedoman pada Pancasila dan
UUD 1945.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan
tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan. Kegiatan
perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.®
Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan

" Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kebablasan: Terlewat dari batas atau
tujuan yang sudah ditentukan; keterlaluan.

8 Ahmad Mahyani, Februari 2019, Jurnal Hukum Magnum Opus: Perlindungan Hukum
Anak Sebagai Pelaku Terorisme, Vol. Il Nomor 2, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

® Abdul G. Nusantara, 1986, Hukum dan Hak-Hak Anak, disunting olen Mulyana W.
Kusumah, Rajawali:Jakarta, him. 23.



anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak
diinginkan dalam kegiatan pelaksanaan perlindungan anak.°

Anak sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa dan makhluk sosial, sejak
dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta
mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsadan
Negara.!* Darwan Prinst mengatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi
muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus
cita-cita bangsa. Anak memiliki peranan strategis dalam rangka menjamin
pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.*2

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap
berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan
penghidupan. Kalau ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang adalah merupakan
kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam kehidupan manusia.

Dewa Ketut Sukardi, selaku Managemen Bimbingan dan Konseling di
Indonesia mengatakan bahwa:*?

“Apabila anak-anak pernah atau kurang merasakan kasih sayang orang

tuanya, maka tidak bisa dipungkiri akan menimbulkan penderitaan batin

pada anak tersebut. Akibat adanya penderitaan batin pada anak, karena

tidak tercurahnya rasa kasih sayang dari orang tua, akan mengakibatkan

kesehatan badan anak terganggu, kecerdasan anak berkurang, kelakuannya

mengarah kepada keras kepala dan nakal. Hakekat pembinaan anak
sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua.”

10 Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, him.
222.

1H.R Abdussalam dan Adri Deasasfuryanto, 2014, Hukum Perlindungan Anak,
Jakarta:PTIK, him.1.

12 Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, him. 2.

13 Dewa Ketut Sukardi, 1984, Bimbingan Perkembangan Jiwa Anak, Jakarta: Ghalia
Indonesia, him. 63.



Kemudian dapat disimpulkan bahwa anak dianggap sebagai harta
kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya.
Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi
karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak anak sebagali
manusia dan harus dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap anak merupakan
kewajiban bersama bukan hanya dari keluarga yang berperan aktif tetapi juga
seluruh lapisan masyarakat serta Negara seperti yang tertuang dalam Pasal 20
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah sangat bertanggung jawab dalam hal ini untuk menciptakan
kedamaian dan perasaan aman di masyarakat dengan membuat regulasi yang tepat
untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme. Di Indonesia, pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-
Undang.

Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menelitinya lebih lanjut yang
hasilnya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk Tesis
dengan judul : PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP
ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA TERORISME

DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji
dalam bentuk penelitian tesis. Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di
atas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak yang terlibat dalam
Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan hukum Pemidanaan melalui Putusan No.
19/Pid.Sus/2011/PN.KIt?
3. Bagaimana Konsep ideal ke depan terhadap Perlindungan dan

Penerapan Hukum pada Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana

Terorisme?
C. Tujuan Dan Manfaaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis dan mengevaluasi Perlindungan terhadap Anak
yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Hukum
Pidana Indonesia.

b. Untuk menganalisis dan mengevaluasi Penerapan Hukum Pemidanaan
melalui Putusan No. 19/Pid.Sus/2011/PN.KIt .

c. Untuk menganalisis dan mengevaluasi serta memberikan gambaran
konsep ideal ke depan terhadap Perlindungan dan Penerapan Hukuman

pada Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme.
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Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1). Secara Teoretis bermanfaat untuk:

a.

Pengembangan ilmu hukum formil perlindungan dan penerapan
hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme;
Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap
isu hukum serupa;

Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi

hukum.

2). Secara Praktis bermanfaat untuk:

a.

Pembuat Undang-Undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi
atau bahan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait
perlindungan dan penerapan hukum anak yang terlibat dalam
Terorisme;

Pihak yang berwajib: sebagai dasar pertimbangan untuk menerima,
mengadili, dan memutus perkara anak yang terlibat dalam tindak
pidana terorisme dengan seadil-adilnya putusan;

Pemerintah: sebagai bahan masukan untuk mempersiapkan konsep
yang lebih baik terhadap perlindungan dan penerapan hukum terhadap

anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme
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BAGAN 1 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian I

D.

I Manfaat Penelitian I

(1. Untuk menganalisis dan
mengevaluasi Perlindungan

| |dan  Penerapan  Hukum
terhadap Anak yang terlibat
dalam  Tindak  Pidana

L Terorisme.
4 )

2. Untuk menganalisis dan

G). Secara Teoretis bermanfaat untuk: )

a. Pengembangan ilmu hukum formil
perlindungan dan penerapan hukum
terhadap anak yang terlibat dalam tindak
pidana terorisme;

b. Memberikan masukan pemikiran bagi
peneliti selanjutnya terhadap isu hukum
serupa;

c. Memberikan informasi kepustakaan

mengevaluasi Penerapan
— Hukum Pemidanaan
melalui Putusan No.
19/Pid.Sus/2011/PN.KIt
\ J
a

3. Untuk menganalisis dan

mengevaluasi serta
memberikan gambaran
|| konsep ideal ke depan

terhadap Perlindungan dan
Penerapan Hukuman pada
Anak yang terlibat dalam
Tindak Pidana Terorisme.

-

Kerangka Teoretik

@mbahan bagi para akademisi hukum. )

A )

2). Secara Praktis bermanfaat untuk:

a. Pembuat Undang-Undang: sebagai
bahan masukan untuk merevisi atau
bahan membuat aturan hukum baru
yang lebih tegas terkait perlindungan
dan penerapan hukum anak yang
terlibat dalam Terorisme;

b. Pihak yang berwajib: sebagai dasar
pertimbangan untuk menerima,
mengadili, dan memutus perkara anak
yang terlibat dalam tindak pidana
terorisme dengan seadil-adilnya
putusan;

c. Pemerintah: sebagai bahan masukan
untuk mempersiapkan konsep yang
lebih baik terhadap perlindungan dan
penerapan hukum terhadap anak yang
terlibat dalam tindak pidana terorisme)

G

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting,

karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu
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hukum yang dibicarakan secara lebih baik.}* Untuk memperoleh penelitian yang
maksimal, maka penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut:
1. Grand Theory

Teori utama (Grand Theory) dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan.
Keadilan merupakan salah satu hal yang ingin dituju dalam hukum selain
kepastian dan kemanfaatan. Kata “keadilan” dalam Bahasa Inggris adalah Justice
yang berasal dari bahasa Latin lustitia. Istilah keadilan berasal dari kata “adil”
yang berat: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar,
sepatutnya, tidak sewenang-wenang.*®

Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar
yang perlu diperhatikan: Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada
dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah
keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil
neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli
hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa
keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan
hukum?e,

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai
keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan

tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat

14 Khudzaifah Dimiyati, 2004, Teorisasi Hukum:Studi Tentang Perkembangan Pemikiran
Hukum di Indonesia 1945-1990, Surakarta: Muhammadiyah University Press, him. 37.

15 Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka, him. 517.

16 purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, Pengantar IImu Hukum Dalam
Tanya Jawab, Jakarta: Ghalia Indonesia, him.176.
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prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan
kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak
diluar mekanisme pidana, yakni melalui Keadilan Restoratif.

Konsep keadilan Restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang
lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Istilah Restoratif Justice
atau Kedailan Restoratif merupakan terminology asing yang baru dikenal di
Indonesia. Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian Kedailan Restoratif
adalah penataan kembali system pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku,
korban maupun masyarakat.!’Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses
semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-
sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat
pada masa yang akan datang. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk
menyelesaikan permasalahan tindak pidana yang dilakukan anak, justru di
dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu
fenomena sosial yang senantiasa ada sejak mulainya kehidupan manusia karena
manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kehendak atau kepentingan
yang tidak seragam antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Semakin
tingginya persaingan dalam kehidupan bermasyarakat cenderng meningkatkan
atau setidaknya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Munculnya

banyak perkara atau sengketa dalam masyarakat bila tidak ditangani dengan baik

17 Albert Aries, 2006, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif,
Majalah Varia Peradilan, Tahun XX No 247: lkatan Hakim Indonesia, him. 3
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sudah tentu akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat apabila masalah-
masalah tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana terlebih yang berkaitan
dengan anak.

Ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada saat ini salah
satunya karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin
dicapai dari pemidanaan itu sendiri yaitu untuk mencegah dan menanggulangi
tindak pidana, telah memicu pemikiran untuk melakukan berbagai upaya
alternative dalam menjawab persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak
pidana yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penegakan hukum di Indonesia sudah
sewajarnya para aparatur penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa dan Hakim serta
aparatur penegak hukum lain lebih mengedepankan prinsip keadilan restorative.
Munculnya konsep keadilan restorative dikarenakan atas ketidakpuasan dan rasa
frustasi terhadap hukum pidana formal dan pemidanaan yang nyatanya seringkali
tidak dapat menjawab persoalan-persoalan dalam system peradilan pidana yang
dianggap tidak lagi dapat memberikan keadilan, perlindungan terhadap Hak Asasi
Manusia, tiadanya transparansi dalam penanganan perkara pidana serta
kepentingan umum yang seringkali diabaikan.

Mekanisme penyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restorative
didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi
untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan
menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga

keharmonisan bersama
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Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsepkeadilan
restoratif lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pihak
pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Di samping itu
konsep keadilan restorative juga lebih menekankan kepada nilai keseimbangan,
keselarasan, harmonisasi, kedamaian ketentraman, persamaan, persaudaraan dan
kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan.8

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang
dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan
menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum
yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi
sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh
hukum pun tercapai. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice
menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara

pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Middle Range Theory
Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan
menjadi lebih focus dan mendetail atas suatu Grand Theory. Middle Range
Theory dalam penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Hukum.
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

18 Henny Saida Flora, 2018, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Hukum
UBELAJ Vol. 3 No.2 Oktober 2018, him. 146.
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hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum
yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,
baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak
manapun.*®

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagaikumpulan peraturan
atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan
dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak
pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak
tersebut.?°

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal
ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh
hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang
dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama
manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan
kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.?!

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

19 Satjipto Rahardjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, him. 74.

20 Philipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah
studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Jakarta: Peradaban, him. 25.

21 C.S.T Kansil, 1992, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, him. 102.
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sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagali
manusia.??

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita
luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai
sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani
dan sosial. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan
seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dn peranan yang
menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk
melindungi tunas bangsa dimasa depan . perlindungan hukum terhadap anak
menyangkut semua aturan hukum yang berlaku perlindungan hukum ini dianggap
perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan
secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan
khusus®

upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan
kebijakan dalam arti ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan
kejahatan dengan “Penal” dan “Non penal”.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lebih
menitikberatkan pada sifat “Repressive” (penindasan/pemberontakan/perampasan)

terhadap kejahatan yang sudah terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih

22 Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Magister 1lmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, him. 3
23 Marlina, 2009, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama him 23.
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menekankan pada preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum
kejahatan terjadi. Menurut Sudarto bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga
dapat dilihat sebagai tindakan preventive dalam arti luas.?

3. Applied Theory

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas
hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Pada
tingkatan Applied Theory menggunakan Teori Pemidanaan yang dibagi atas tiga
teori yaitu Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien), Teori
Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien) dan Teori Gabungan (Verenigings
Theorien). Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut/ Pembalasan/Retributif (Vergeldings Theorien)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah
melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori absolute didasarkan pada
pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki penjahat tetapi
pidana merupakan suatu tuntutan mutlak. Pidana menjadi keharusan sebagai
pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pemberian
dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Menurut Hegel bahwa, ‘“Pidana merupakan keharusan logis sebagai
konsekuensi dari adanya suatu kejahatan.”?® Vos mengemukakan teori
pembalasan absolute ini terbagi atas pembalasan subyektif dan obyektif.

Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara

24 Sudarto, 1987, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, him. 118.
% Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit, him. 12.
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pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh
pelaku di dunia luar.?®

Apabila seseorang melakukan suatu kejahatan, kejahatan itu menimbulkan
suatu penderitaan yang diterima oleh korban, baik itu penderitaan fisik maupun
penderitaan psikis dimana dampaknya yaitu perasaan sakit hati, perasaan tidak
senang, marah, atau tidak puas. Untuk menghilangkan atau memuaskan
penderitaan seperti ini maka pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang
setimpal, yakni berupa pidana yang dirasa oleh pelaku adalah suatu penderitaan
pula.

b. Teori Relatif/ Tujuan/ Pencegahan (Doel Theorien)

Jika teori absolute melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan,
sebaliknya teori relative berusaha mencegah kesalahan pada masa yang akan
datang, dengan kata lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan.?’
Para penganut teori ini memandang pidana sebagai suatu yang dapat dipergunakan
untuk mencapai kemantapan, baik yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan
mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial akan
menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik?® pemberian mengenai
karakteristik antara teori pembalasan dengan teori-teori tujuan mengemukakan

pendapat Karl. O Cristinsen yang menurutnya sebagai berikut:?°

% Sani Imam Santoso, 2014, Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling, Jakarta:
Penaku, him. 58.

27 Teguh Prasetyo, 2015, Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, him. 1

28 Muladi dan Barda Nawawi, 1986, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung:
Alumni, him. 144.

29 Ibid., him 63.
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Ultimum remedium sebagai alat terakhir.®® Ultimum Remedium
merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang
mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal
penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat
diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata ataupun
hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

Memandang sanksi dalam hukum pidana bukanlah sekedar untuk
melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi
mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pencegahan terhadap
perbuatan pidana tersebut disertai adanya rasa keadilan.

c. Teori Gabungan (Verenigings Theorien)

Menurut aliran ini tujuan pemidanaan bersifat plural; karena
menghubungkan prinsip-prinsip pembalasan dan absolut dalam suatu kesatuan.
Oleh karena itu teori ini dinamakan dengan teori gabungan atau ada yang
menyebutkan sebagai aliran integrative.

Teori ini dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:3!

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan
ini tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk
dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib

masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh
lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana

30 Sudikno Mertokusumo, 2014, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta:
Cahaya Atma, him. 128.

31 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana |, Jakarta: PT Raja Grafindo, him.
162-163.
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Dapat dikatakan bahwa teori gabungan ini mempunyai dua tujuan dalam
pemidanannya yang pertama yaitu untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap
pelaku sebagai bagian dari pembalasan atas apa yang diperbuat oleh pelaku.
Kedua, yaitu untuk perlindungan terhadap tata tertib masyarakat agar pelaku tidak
merasa merasakan keadilan terhadap hak asasi manusianya.

Terutama dalam perlindngan dan penerapan hukum terhadap anak yang
terlibat dalam tindak pidana teroris maka hakim sebagai salah satu aparat Negara
harus benar-benar memahami tujuan dari pemidanaan itu sendiri agar dapat
memberikan keadilan dalam menetapkan putusan terhadap pelaku yang dalam hal

ini ialah anak yang terlibat tindak pidana terorisme.

BAGAN 2 KERANGKA TEORITIK

GRAND THEORY dalam penelitian ini, mengacu
pada teori besar, yaitu Teori Keadilan

N/

MIDDLE RANGE THEORY dalam penelitian ini,
mengacu pada teori, yaitu: Teori Perlindungan
Hukum

N7

APPLIED THEORY dalam penelitian ini, mengacu
pada:

Teori Pemidanaan
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Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan

pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, oleh sebab

itu disusunlah beberapa Kerangka Konseptual dalam penelitian tesis ini sebagai

berikut:

1.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan
kepada masyarakat agar mreka dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah
berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum
untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari
gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.®2

Penerapan Hukum atau penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto,
adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam
kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan
mengejejawantahkannya dalam sikap tindak sebagai serangkaian
penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan
hidup.

Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1

him. 74

%2 Satjipto Rahardjo, 2006, IImu Hukum cetakan keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung,
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anak adalah sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan).

“Tindak Pidana, adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-

undang ataupun peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku

dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku.

Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

a. Harus merupakan suatu perbuatan manusia;

b. Perbuatan tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman baik oleh
undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya;

c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab
artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.”%3
“Terorisme, Yyang dimaksud adalah penggunaan kekerasan untuk
menimbulkan perasaan takut dalam usaha mencapai suatu tujuan;
perbuatan jahat yang umumnya dilakukan ditujukan kepada negara, yang
tujuannya menakut-nakuti orang-orang tertentu, kelompok-kelompok

tertentu untuk tujuan politik (H. Pidana).”*

“Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini (Bab | Ketentuan
Umum Pasal 2) adalah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk

memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan

3 Satochid, Hukum Pidana Bagian Kesatu, Balai Lektur Mahasiswa, him. 124,
34 Charlie Rudyat, 2013, Kamus Hukum, Jakarta: Pustaka Mahardika, him. 401.
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tetap menjunjung tinggi hokum dan hak asasi manusia, tidak bersifat

diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras maupun antargolongan.”
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode Penelitian
Hukum Normatif menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian suatu
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu
yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu,
dengan jalan menganalisanya. Normatif karena penulisan ini bertitik tolak dari
peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Penelitian ini
menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis Perlindungan dan Penerapan
Hukum terhadap Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme.

Lebih lanjut, Peter Mahmud Marzuki juga menegaskan bahwa penelitian
hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.*®
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan
pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai
aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (legal issue) yang diteliti.
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

35 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, him. 35.
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Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan
hukum yang menjadi focus penelitian. 3°Pendekatan Perundang-undangan
digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum Perundang-
undangan yang mengatur mengenai Perlindungan dan Penerapan Hukum terhadap
Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa:*’
“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam
ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran
bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam
memecahkan isu yang dihadapi.”

Pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan gambaran konsep ke
depan terhadap kebijakan pemerintah mengenai Perlindungan dan Penerapan
Hukum terhadap Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme.

Dalam pendekatan konsep, gagasan kedepan dalam memperbaiki posisi
anak dalam pelibatan tindak pidana terorisme yakni harus dipastikan keselarasan
antara anak sebagai pelaku terorisme dengan anak sebagai korban kejahatan.
Dalam konteks perlindungan anak, maka dalam hal anak pelaku kejahatan

terorganisir harus dilihat posisi kerentanan anak sebagai korban kejahatan, bukan

serta merta sebagai pelaku, melainkan korban kejahatan terorganisir. Dalam hal

% Johny lbrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:
Banyumedia Publishing, him. 302.
37 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, him. 95.
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anak melakukan tindak pidana terorisme dikarenakan adanya kekerasan atau
ancaman kekerasan, pemaksaan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan
atau pembujukan maka anak tidak dapat dipidana penjara, melainkan hakim
memerintahkan anak untuk menjalani program deradikalisasi yang sudah
dicanangkan pemerintah.

C. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa:®

“Maksud utama dari pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah

untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang

digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus
mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum.”

Pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis isu hukum yang ada
hubungannya dengan Perlindungan dan Penerapan Hukum terhadap Anak yang
terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme.

d. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus digunakan sebagai pelengkap untuk menggambarkan,
menjelaskan, dan menganalisis Perlindungan dan Penerapan Hukum terhadap
Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme dalam Putusan Pengadilan
No0:19/Pid.Sus/2011/PN. KIt.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil

penelitian kepustakaan. Dan juga wawancara sebagai pelengkap. Dari penelitian

kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

% 1bid, him. 256
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri

dari :

5.

6.

Norma Dasar atau Kaidah Dasar yaitu pancasila.

Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan

petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer. 3 Bahan-bahan tersebut

antara lain yaitu buku, artikel, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan/atau pendapat dan

doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam

penelitian ini.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan

penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia

ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

39 Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, him. 103
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4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum diperolen melalui studi kepustakaan
terhadap bahan-bahan penelitian yautu bahan hukum primer, sekunder dan tersier
untuk kemudian dihimpun, dianalisa dan dievaluasi.
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah,
dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan,
menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat
yang teratur, runtun dan tidak tumpang tindihserta efektif sehingga mempermudah
pemahaman dan interprestasi bahan penelitian.*°
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum dalam penelitian ini
menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu metode/ proses penarikan berpikir

untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

40 Bambang Sunggono, 2012, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT: RajaGrafindo
Persada, him. 127.
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BAGAN 3 METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah
Pendekatan ~ Perundang-undangan  (Statue  Approach),
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan
Analitis (Analytical Approach) dan Pendekatan kasus (case
Approach)

Metode
Penelitian

Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum
Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang
diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian
kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang
meliputi bahan hukum primer, bahan hukum tersier dan bahan
hukum tersier.

Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui
studi kepustakaan terhadap bahan-bahan penelitian yautu
bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk kemudian
dihimpun, dianalisa dan dievaluasi.

Teknik Analisa Bahan-bahan Hukum
Analisis Kualitatif

Teknik Penarikan Kesimpulan
Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum
dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif,
yaitu metode/ proses penarikan berpikir untuk menarik
kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.
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